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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA 
ANTARA 

. ' 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

DENGAN 
PEMERINTAll PROVINS! SUMATERA BARAT 

Nomor: 120 - 7 - 2014 
Nomor: 120 - 7 - 2014 

Tanggal 20 MEI 2014 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DURAH 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENANAMAN MODAL 
UNTUK DITETAP~ MENJADI PERATURAN DAERAH 

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu 
, Empat Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat bertempat di rµang sidang Utama Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatei-a Barat, kami yang bertanda 
tangan di bawah ini: 

1. a.Nama 
Jabatan 
Alam.at Kantor : 

b.Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor : 

c.Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor : 

d.Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor : 

Ir. H. YULTEKHNIL, MM 
KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang 

H. LEONAIU>Y HARMAINY, S.IP, MH DT. BANDARO BASA 
WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jl. }9latib Sulaiman No.87 Padang 

H. M. ASLI CHAIDIR, SH 
WAKIL KETUA DPRD · PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang 

H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT 
WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang 

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Su,mat~ra_ Barat. . 

2. Nama IRWANPRAYITNO 
Jabatan GUBERNUR SUMATERA BARAT 
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang 
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Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat, berdasarkan: 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tehtang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jam.bi dan Riau 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1946); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia N'omor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3817); .. ! . . ... 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenta,ng Ke,tenagakerjaan 
(Lembaran . Negara · Republik. Indo11esia Tfiliun 2003 .· Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 32 · Tahun 2004 tentang · Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah, tei:-akhir dengan Undang".'.Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perµbahan Kedua Atas · Undang­
Un<;lang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
TambaI:ian Leml:>aran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Und~g Nomor 14 Tahun 2008 tenta~g .. .Kete;rbuk~an 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200<) tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahu~· 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200_5 tenta,ng Pedoman dan 
Penyusunan Pener.ap~ Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2005 Nomor. 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N:omor 4585); . 

10. Peraturan Penierintah :Nomo.r 38 Ta.hun. 2007 tentang ;pembagian 
Urusan Peinerintahan a.ritara : Penierintah, Pemerintali~ Daerah 
Provinsi 'dan Pemerintahfµl ,Daerah :Kabupateri)Kota (Lembaran 
Negara. Republik. Indonesia .Ta.hul) 2007 Nomor . 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum 
Penanaman Modal; 

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang 
Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan 
Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Piritu di Bidang Penanaman 
Modal; , , · · · 

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 
Tahun 2009 tenfang , Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara -Elektronik; - . 

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 
Tahun 2011 _ tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penariaman 
Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; . 

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal __ Nolllo,r 3 
'l'ahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal; 

19. Peraturan Kepala _Badan -Koordi~asi Penanaman Modal __ Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun , 2013 tentang · Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah 
c;iiubah dengan Peraturan Kepala Badan _Koc;>rdinasi Penanaman 
Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013; 

Pera.turan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Tanah Ulayat dan Pemw:lfaatannya. 

Dewan Perwakilan . Rakyat Daerah _ Provinsi Sumat~ra Barat dan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan 

pembahasari 'terhadap Rancang~ Peraturan Daerah tentang P~nanaman 

Modal melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada 

Peraturan Perundang-undangan. 

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pena.naman Modal sebagaimana terlampir, kami setujui untuk 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai 

dengan keterituan- peraturan perundang-undangan. 
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Nota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, 

bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan 

Bersama ini. 

GUBERNURSUMATERABARAT 

Padang, 20 Mei 2014 

~ ............ 

TEKJINIL, MM 
WAKILKETUA 

.LEONARDY HARMAINY;SIP. 
WAKI 

WAKILKETUA 

~ 

-, 
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